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Pelaksanaan Rekruitmen CTKI 
(Calon Tenaga Kerja Indonesia)---. 
Itupun kedua SK tersebut, belum 
secara konkret mengatur trafficking.

SK pertama menyangkut  
pembentukan FKKP, dikeluarkan 
tidak lain sebagai respon positif atas 
maraknya kasus kekerasan terhadap 
p e r e m p u a n  b a i k  b e r u p a  
p e m e r k o s a a n ,  p o l i g a m i ,  
p e r s e l i n g k u h a n  s u a m i ,  
penganiayaan, dan juga trafficking. 
Dalam operasionalnya,  FKPP 
diketuai langsung oleh Kesra 
Pemberdayaan Perempuan PEMDA 
Indramayu. Dalam kerja-kerjanya 
FKPP melakukan pola jejaring 
dengan Ormas, OKP, LSM untuk 
melatih konselor-konselor di tingkat 
kecamatan serta  sosialisasi lewat 
media radio. Persoalan trafficking 
yang begitu komplek belum cukup 
ditanggulangi dengan pembentukan 
FKKP lewat  SK Bupat i  No .  
2260.05/2002, apalagi sokongan 
dana bagi program-program FKKP 
relatif minim. Problem itu bisa 
menghambat  ker ja-ker ja  dan 
p r o g r a m - p r o g r a m  F K K P  d i  
lapangan.  

Sementara itu,  Kebijakan 
Pemerintah Indramayu berupa SK 
Bupati No. 42/2003 Tentang Tata 
Cara pelaksanaan rekruitmen calon 
TKI terlihat belum komprehensif. 
Disebutkan bahwa Calon Tenaga 
Kerja Indonesia (CTKI) adalah 
masyarakat Indramayu yang sudah 
menandatangani surat perjanjian 
kerja. Batasan definisi itu, tentu saja 
menimbulkan masalah tersendiri. 
Sebab pada realitasnya, jumlah CTKI 

enakar seberapa besar 
k o m i t m e n  P E M D A  MC i r e b o n - I n d r a m a y u  

dalam menyelesaikan masalah-
masalah sosial terutama persoalan 
perdagangan perempuan dan anak 
tidaklah mudah. Terkait pula, 
misalnya dengan hambatan teknis 
ket ika  menelusur i  data  dan 
informasi kebijakan. Apalagi soal 
anggaran, tidak jarang data APBD 
sulit diakses dengan alasan tidak 
untuk dipublikasikan. Di Kabupaten 
Cirebon, misalnya kita akan cukup 
kesulitan menginput data kebijakan 
P E M D A  s e t e m p a t  t e r k a i t  
perdagangan perempuan dan anak, 
b a i k  p e r l i n d u n g a n  m a u p u n  
rehabilitasi. 

Secara umum, “Political Will” 
PEMDA terhadap kepentingan 
perempuan bisa di l ihat  dari  
kebijakan-kebijakan di Daerah yang 
ditelorkan. Apakah Perda-perda dan 
A P B D  s u d a h  m e n c e r m i n k a n  
keberpihakan kepada perempuan 
ataukah belum. 

M i n i m n y a  K e b i j a k a n  Y a n g  
Berpihak

Fenomena maraknya praktik 
yang mengarah pada tindakan 
trafficking di wilayah Indramayu, 
tampaknya belum direspon serius 
PEMDA setempat .  Kebi jakan 
PEMDA terkait perlindungan 
perempuan, --baru tercermin pada 
SK Bupati No. 2260.05/2002 perihal 
p e m b e n t u k a n  F K P P  ( F o r u m  
K o m u n i k a s i  P e r l i n d u n g a n  
Perempuan) dan SK Bupati No. 
4 2 / 2 0 0 3  T e n t a n g  T a t a  C a r a  

yang mendaftar atau direkrut 
kebanyakan belum memiliki Job 
Order. Sementara, meskipun dalam 
SK Bupati, juga dicantumkan 
kewajiban-kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh PJTKI. Namun, tidak 
secara jelas saksi-sanksi terhadap 
PJTK yang  t idak  memenuhi  
kewajibannya secara konkret  
disebutkan. Sehingga peluang PJTKI 
melakuan penyimpangan masih 
terbuka lebar. Selain itu, tidak 
adanya sistem kontrol yang jelas 
terhadap realiasi peraturan SK 
Bupati No. 42/2003, memungkinkan  
kebijakan itu akan mengalami 
distorsi ketika diterapkan. 

Terdapatnya ketimpangan 
serupa, terlihat juga pada PERDA  
No. 05 tahun 2003 tentang Ketenaga-
kerjaan. PERDA itu menyebutkan 
tentang hak-hak jaminan kerja dan 
perlindungan bagi tenaga kerja 
menyangkut  soal  kesehatan,  
kesusilaan, keselamatan, moril kerja, 
dan  segala hal yang menyangkut 
martabat manusia. Sementara, disisi 
lain pasal-pasal yang memuat sanksi 
sebagai konsekuensi logis bila hak-
hak pekerja tidak dipenuhi pihak 
yang berkewajiban tidak ditemukan. 
Kepincangan itu bisa memicu 
terbukanya peluang hak-hak pekerja 
relatif dikesampingkan. 

Ketimpangan-ketimpangan di 
dalam SK Bupati No. 42/2003, SK 
Bupati No. 2260.05/2002, dan 
PERDA No.  05  tahun 2003 ,  
menunjukkan belum komprehensif-
nya kebijakan-kebijakan yang 
diberlakukan PEMDA. Dari sisi 
politis, sekaligus menunjukkan 

sudah menjadi fenomena umum 
yang terjadi di wilayah Indramayu 
dan Cirebon, tapi sampai saat ini 
kedua PEMDA tersebut belum 
memiliki PERDA khusus yang 
m e n g a t u r  P e n g h a p u s a n  
Perdagangan Perempuan dan Anak. 

Berbagai program kerja yang 
mengarah pada upaya penang-
gulangan t ra f f i c k ing ,  seper t i  
program-program FKPP dalam 
b e n t u k  p e l a t i h a n  k o n s e l o r ,  
kampanye anti kekerasan terhadap 
perempuan, serta rekruitment 56 

masih lemahnya komitmen PEMDA 
terhadap persoalan trafficking. 
Kondisi itu, perlu disikapi, misalnya 
lewat pengkajian yang mendalam 
terhadap kebijakan PEMDA oleh 
berbagai elemen masyarakat.  
Dengan begitu, ke depan aspirasi dan 
gagasan yang mengacu pada 
kebutuhan real bagi kepentingan 
perlindungan perempuan dan anak 
bisa terakomodir. 

Krusialnya PERDA Khusus 
Meskipun kasus trafficking 

Kebijakan Pemerintah Daerah
terhadap 

Kasus Trafficking

relawan konseling PPTKLN (Pos 
Pelayanan Tenaga Kerja Luar 

sosial. Bahkan ketentuan waktu 
keberangkatannya pun tidak pernah 
ada kepastian yang jelas.  

Bulan berikutnya, Rusmini 
diberangkatkan ke Jakarta untuk 
d i l a t i h ,  s e k a l i g u s  m e n g u r u s  
pembuatan paspor dan cek medical. 
Semula kepergian Rusmini ditentang 
suaminya. Namun, karena desakan 
kebutuhan biaya membangun rumah, 
tidak urung Rusmini nekad berangkat. 
Waktu itu, baginya tidak ada pilihan 
lain, biarpun harus meninggalkan 
anaknya yang baru berumur 3,5 tahun. 
”Saya ingin membangun rumah, terus 
terang saya tergiur karena banyak 
mantan TKW lain sukses”, katanya.    

Enam bulan sejak pengurusan 
p a s p o r  r a m p u n g ,  R u s m i n i  
diterbangkan ke Abu Dhabi dengan 
kontrak sebagai pelayan toko aksesoris 
handphone. Namun, tiba di sana 
Rusmini justru malah dipekerjakan 
sebagai pekerja rumah tangga (PRT). 
Baginya tidak masalah, bayangan 
kehidupan yang lebih baik begitu kuat 
tertanam. 
Bekerja Tidak Luput dari Siksaan 

Di sebuah apartemen milik 
majikan beranak lima, Rusmini bekerja 
b e r s a m a  T K W  a s a l  K a l i w e d i  
Kabupaten Cirebon. Rekan sekerjanya, 
akhirnya tewas terjatuh. Ia meloncat 
dari jendela memakai Sprei ketika 
berusaha melarikan diri. Soal mayat 

itemui di rumah sederhana di 
d e s a n y a  d i  K a b u p a t e n  
Indramayu beberapa waktu D

lalu, wanita itu terlihat tegar. Rusmini, 
sosok istri yang semula begitu keras 
b e r k e m a u a n  m e r u b a h  n a s i b  
keluarganya, kini hanya bisa terpaku 
pasrah. Terlihat, raut mukanya tidak 
begitu mengisyaratkan kesedihan 
berlarut-larut. Pengalaman pahit 
m e n j a d i  T K W  4  t a h u n  l a l u ,  
d ianggapnya  sebaga i  “nas ib” .  
Anggapan “Takdir”; seolah mampu 
memupuskan segalanya. Baginya, 
derita kehidupan pahit itu tidak perlu 
terlalu lama dipendam. “Buat apa larut 
terlalu dalam kepedihan, toh hal itu tidak 
bisa merubah keadaan” selorohnya. 
Walaupun kini, matanya buta, terlihat 
Rusmini begitu lugas bercerita perihal 
pengalaman getirnya ketika menjadi 
TKW di Abu Dhabi. 

Harapan Penghidupan Lebih Baik
Dituturkan Rusmini, bermula 

pada pertengahan tahun 1999, dirinya 
berniat menjadi TKW ke luar negeri. 
Bersamaan beberapa perempuan se-
desanya, Rusmini daftar lewat calo 
yang biasa merekrut calon TKW. 
Bermodal Rp 900 000,   sebagai dalih 
untuk biaya paspor dan tes medical, 
Rusmini dijanjikan berangkat. Saat itu, 
tidak ada informasi perihal jumlah gaji, 
jam kerja, hak cuti, maupun jaminan 

rekannya yang naas itu, Rusmini 
mengaku tidak pernah tahu menahu.

Sejak hari-hari pertama bekerja, 
Rusmini kerapkali mendapati caci-
maki majikan. Teguran majikan tidak 
hanya lewat ucapan dalam bahasa 
yang tidak pernah dipahami Rusmini. 
Lebih parah lagi, kekesalan Majikan 
ditumpahkan dengan pukulan besi 
dan kabel, tendangan, setrikaan serta 
berbagai bentuk penganiayaan lain. 
“Saya kerja full time 24 jam, tanpa istirahat 
cukup dan makan layak, ditambah majikan 
seringkali marah-marah dan mudah sekali 
memukul”, aku Rusmini. Selama itu, 
Rusmini mengalami depresi mental 
dan penderitaan fisik luar biasa. 

Diakuinya, penganiayaan tidak 
hanya diperbuat majikan perempuan, 
majikan laki-laki turut menyiksanya. 
Akibat dianiaya terus-menerus, 
R u s m i n i  h a r u s  k e h i l a n g a n  
penglihatannya. Tidak hanya itu, 
hampir di seluruh tubuhnya dipenuhi 
luka bekas setrikaan dan pukulan, 
bahkan kedua telinganya nyaris putus.

Dalam kurun 16 bulan, Rusmini 
sempat tiga kali mengalami kondisi 
kritis. Kondisi badan yang tampak 
lemah, tidak membuat majikannya 
mengurangi penyiksaan. “Dalam 
kondisi kritis ke-4 kalinya, Dokter di sana 
menyatakan syaraf-syaraf mata saya sudah 
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kekerasan se-Indonesia ini akhirnya 
membuahkan hasil RUU Anti KDRT 
tidak urung dibahas juga, beberapa 
saat sebelum Presiden Megawati 
lengser.

UU tersebut bagian dari  
gerakan penghapusan kekerasan 
terhadap perempuan (KTP) di 
Indonesia. Wilayah domestik dinilai 
sebagai area yang lebih banyak 
menyimpan kasus KTP tanpa proses 
penegakkan hukum yang adil bagi 
korban. Banyak pihak menganggap 
di dalam rumah adalah ruang private, 
bukan ruang publik sehingga sulit 
d i s e n t u h  h u k u m  p o s i t i v e .  
Sebaliknya, UU Anti KDRT ini akan 
menyeret seluruh pelaku KTP di 
dalam “rumah”, dan melindungi 
korban dari berbagai bentuk 
kekerasan.

Akhirnya, setelah melewati 
proses panjang, secerca harapan 
keadilan bagi perempuan di negeri 
inipun mulai bergulir. Dimulai 
penyampaian surat dan naskah RUU 
Perlindungan terhadap Korban 
KDRT oleh Presiden Megawati 
Soekarno Putri awal Juli 2004 lalu 
kepada Pimpinan DPR. Presiden 
sekal igus  menunjuk Menter i  
Pemberdayaan Perempuan sebagai 
wakil eksekutif untuk membahasnya 
bersama-sama DPR. Saat itu, 
meskipun melegakan kalangan 
aktivis perempuan, namun seperti 
d iungkapkan Ketua  Komnas  
Perempuan, Kamala Chandrakirana; 
--masa tugas DPR yang mau berakhir 
sempat memicu kekhawatiran 
aktivis pembahasan RUU akan 
menuai kendala--, bahkan bisa 
mentah kembali di tangan DPR baru 
nanti. (Kompas; 03/07/2004). Setelah 
satu bulan lebih, --tepatnya Senin 
(23/8) oleh Panitia Khusus Komisi 
VII DPR RI bersama Menteri 

e k e r a s a n  t e r h a d a p  
p e r e m p u a n ,  s u d a h  
berlangsung lama sejak K

se jarah bangsa  in i  bergul i r .  
Meskipun demikian, isu kekerasan 
terhadap perempuan belum menjadi 
perhatian publik secara luas. Hal ini 
dipicu oleh persepsi bahwa kasus-
kasus tindak kekerasan terhadap 
perempuan seringkali terjadi di 
wilayah domestik-privasi, sehingga 
pihak lain tidak bisa terlibat 
intervensi. Persoalan kekerasan yang 
leb ih  banyak mengorbankan 
perempuan itu jarang terungkap. 
Terlihat dari data sebuah penelitian 
di Indonesia (dari catatan sebuah 
l e m b a g a  d i  J a k a r t a )  y a n g  
menyebutkan temuan mengejutkan, 
bahwa --dari 171 kasus kekerasan 
atau  penganiayaan terhadap istri---, 
hanya 17 korban (10%) yang 
melaporkan kasusnya kepada polisi. 
Bahkan sangat sedikit dari jumlah itu 
y a n g  p e r k a r a n y a  k e m u d i a n  
dilanjutkan secara hukum. 

Rumitnya, kondisi itu ditambah 
dengan belum tersedianya piranti 
UU yang representatif sebagai acuan 
untuk melindungi perempuan dari 
t indak  kekerasan ,  seka l igus  
membuat pelaku jera, dan bisa dijerat 
secara hukum.

Perjalanan Panjang RUU Anti 
KDRT

Upaya Komunitas perempuan 
d a l a m  m e n g g o l k a n  U U  
Penghapusan KDRT (awalnya Anti 
KDRT)  t idak  d i la lu i  mulus .  
Melainkan lewat proses perjuangan 
panjang yang melelahkan. Bahkan, 
kisah pahit banyak menyelimuti 
perjuangan mereka. Gerakan yang 
dimotori oleh Komnas Perempuan 
dan didukung oleh banyak NGO 
pendampingan perempuan korban 

Pemberdayaan Perempuan Sri 
Redjeki Sumaryono, akhirnya RUU-
Anti KDRT tak urung dibahas  juga. 
Eksekutif dan DPR sepakat, RUU 
dibahas secara maraton dengan 
target 08 September naskah akhir 
sudah ditandatangani. Bahkan Sri 
Redjeki pada kesempatan itu, 
menyatakan keseriusan eksekutif 
dalam soal mengundangkan RUU 
tersebut. “Saya minta masyarakat dan 
p e r s  m e n g i k u t i  p e r k e m b a n g a n  
pembahasan dan memberi masukan 
k e p a d a  p e m e r i n t a h  u n t u k  
p e n y e m p u r n a a n y a ” ,  k a t a n y a .  
(Kompas; 25/08/2004) . 

Rapat lanjutan pembahasan 
RUU Penghapusan KDRT di tingkat 
Pansus antara pemerintah dan 
Komisi VII DPR, Senin (30/08) 
malam, memutuskan 39 sisa bab dan 
pasal masuk daftar inventarisasi 
masalah (DIM) untuk dibahas dalam 
rapat Panitia Kerja (Panja). Hal lain 
yang masuk dalam DIM adalah 
mengatur kewenangan pengadilan 
soal perlindungan korban, perintah 
p e r l i n d u n g a n  b a g i  k o r b a n ,  
pembuktian dalam perkara KDRT, 
gugatan dan ganti rugi oleh korban 
sampai saksi bagi pelaku korban 
(Kompas, 01/09) 

Peluang Pelaku Dijerat, Lebih 
Terbuka 

Dalam pembahasan pasal demi 
pasal RUU Anti KDRT, berjalan 
lamban dan alot. Namun, di tengah 
alotnya pembahasan RUU Anti 
KDRT, pada Minggu (05/09) satu 
terobosan di bidang hukum telah 
diambil, --berupa lolosnya ketentuan 
tentang pembuktian kasus kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT)--; 
yakni perihal keterangan saksi 
korban ditambah satu alat bukti yang 
sah keterangan saksi, ahli, petunjuk, 

surat dan keterangan terdakwa 
sudah bisa membuktikan terdakwa 
p e l a k u  K D R T .  “ L a n g k a h  i n i  
merupakan respon positif terhadap 
kebutuhan kasus dalam KDRT yang 
langka dan unik karena sifatnya yang 
domestik (pribadi). Ini juga sekaligus 
memberikan proteksi kepada korban atau 
saksi”, komentar praktisi hukum Rita 
Kolibonso, SH., LLM. (Kompas, 
06/08). Menanggapi pasal yang 
memprioritaskan kesaksian korban, 
kelompok perempuan yang terdiri 
atas 60 organisasi pendukung RUU 
a n t i  K D R T  s e p e r t i  S m i t a  
Notosusanto (CETRO), Kamala 
C a n d r a  K i r a n a  ( K O M N A S  
PEREMPUAN), Ratna Batara Munti 
(Koordiantor Jangka PKPT) dan 
lembaga aktivis perempuan lainya, 
m e n d e s a k  D P R  a g a r  
m e n g e s a h k a n n y a .  S e c a r a  
keseluruhan mereka juga meminta 
Panja RUU Penghapusan KDRT 
mempertahankan pasal -pasal  
substansial yang sudah mereka 
usulkan dalam draf. (Kompas; 
04/09).

Walaupun pada beberapa pasal 
tercatat sebagai kemajuan tersendiri, 
t a p i  b e b e r a p a  h a l  s e m p a t  
dipersoalkan oleh anggota Komisi 
VII DPR, --seperti tidak seluruhnya 
dalam rumusan pasal-- dicantumkan 
minimal hukuman yang bisa 
dijatuhkan kepada terdakwa--. 
Pengaturan penjatuhan hukuman 
minimal oleh hakim dinilai bisa 
m e n g h i n d a r k a n  p e n j a t u h a n  
h u k u m a n  m e m a d a i  k e p a d a  
terdakwa sehingga dirasa tak adil 

itu, kewajiban pemerintah adalah 
bertanggungjawab dalam upaya 
pencegahan KDRT. Juga pemerintah 
harus berkoordinasi dengan instansi 
terkait, lembaga sosial untuk 
penghapusan KDRT, memberi 
i n f o r m a s i  d a n  p e n d i d i k a n  
pencegahan KDRT, sekaligus 
menetapkan standar dan akreditasi 
pelayanan sensitif gender. Pada 
pasal 16, RUU mengatur kewajiban 
polisi menangani laporan KDRT 
sekaligus bekerjasama dengan 
tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan 
pembimbing rohani mendampingi 
korban. Adapun, menyadari fakta 
bahwa korban sering tidak berani 
melapor, RUU dalam pasal 26 
menentukan bahwa korban bisa 
memberikan kuasa kepada keluarga  
atau pihak lain untuk melapor ke 
Polisi. (Kompas;  11/08).

Sete lah  melewat i  proses  
pembahasan cukup pelik, baik di 
tingkat komisi maupun di tingkat 
paripurna, RUU Pencegahan KDRT, 
pada 14 September 2004 akhirnya 
resmi disyahkan. UU yang kemudian 
dikenal dengan UU Penghapusan 
KDRT No. 23 Tahun 2004 itu,              
--merupakan bentuk konkret respon 
negara terhadap maraknya kasus-
k a s u s  k e k e r a s a n  t e r h a d a p  
perempuan--. Sebagai political will 
Negara ; UU tersebut lahir sebagai 
upaya meminimalisir terjadinya 
tindak kekerasan di wilayah 
domestik rumah tangga, yang 
selama ini nyaris sulit tersentuh 
bahkan dalam proses hukum 
sekalipun. ***add.  

bagi korban. Terkait soal ini, Rita 
Kal ibonso menyatakan t idak 
disebutkannya hukuman minimal 
akan membuat banyak kasus seperti 
perkosaan dan kekerasan seksual 
lain hanya mendapat hukuman 
percobaan atau hukuman penjara,     
- - ter lalu jauh dari  hukuman 
maksimal yang bisa diberikan--
.(Kompas;  08/08).

RUU KDRT ke Sidang Paripurna
Setelah selama dua minggu 

dibahas dalam rapat Komisi,  
akhirnya Komisi VII DPR pada Rabu 
(08/09) malam, sepakat membawa 
RUU Penghapusan KDRT ke sidang  
Paripurna. Ketentuan baru yang 
masuk RUU adalah dicantumkannya 
l a r a n g a n  a t a s  m a r i t a l  r a p e  
(Pemaksaan hubungan seks secara 
tidak wajar atau dengan cara tak 
disukai) pada pasal 46.  Sementara, 
usulan agar RUU memberikan batas 
minimal hukuman bagi semua 
tindak pidana KDRT tidak sempat 
dibahas. (Kompas;  09/09) .

UU Penghapusan KDRT pada 
dasarnya, dibuat memang untuk 
mencegah agar setiap orang berfikir 
ulang sebelum melakukan kekerasan 
kepada pihak lain--. Terkait upaya 
peningkatan kepedulian itu, --pasal 
15 RUU Penghapusan KDRT yang 
memuat ketentuan bahwa setiap 
orang yang melihat, mendengar, 
a t a u  m e n g e t a h u i  t e r j a d i n y a  
kekerasan dalam rumah tangga; 
disebutkan wajib untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana dan 
membantu korban KDRT--. Selain 

tidak berfungsi lagi sehingga harus 
dioperasi”, tuturnya. Namun, bukannya 
d i o p e r a s i ,  R u s m i n i  m a l a h  
d i p u l a n g k a n .  I a  d i p a k s a  
menandatangani perjanjian tidak akan 
menuntut ganti rugi apapun.

Pulang dengan Menanggung Derita
Kepulangan Rusmini pada awal 

tahun 2001 ke Indonesia menyisakan 
kepedihan yang mendalam. Dirinya 

Cerita Duka Rusmini sambungan dari hal 15

Pihak Pemda, Disosnaker Indramayu 
sendiri, baru mengetahui kasus yang 
menimpa Rusmini dari informasi 
pihak media (Trans TV) dan LSM yang 
membantu mengadvokasi. Walaupun, 
akhirnya Rusmini selamat bisa 
b e r k u m p u l  k e m b a l i  b e r s a m a  
keluarganya, tapi kini dirinya harus 
rela menanggung cacat kebutaan 
seumur hidup.*****Aam/add.

membawa uang sebesar 20 juta, hasil 
jerih payah bekerja selama 16 bulan. 
Bila dihitung, nilai uang itu tidak 
sebanding pengorbanannya. Selain 
mengalami kebutaan, Rusmini harus 
menanggung beban sakit dari luka-
luka di sekujur tubuhnya. Belum lagi 
tekanan psikologis yang dialaminya. 

Tiba di Indonesia, korban berobat 
di Rumah Sakit di Jakarta atas biaya 
asuransi Tenaga Kerja. Sementara, 

UU PENGHAPUSAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga


